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ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen kebijakan sosial yang
diinisiasi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui skema bantuan
sosial.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program dalam
penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kota Sukabumi.
Kerangka analisis mengacu pada konsep evaluasi kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2021, him. 126), yang mencakup lima
dimensi, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif melalui
observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap 5 informan
(pihak yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan progam). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PKH sangat berkontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, namun masyarakat merasa tidak puas karena nominal
sumber daya yang diterimanya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, selain
itu pegawai masih kurang menguasai proses pemutakhiran data, penyaluran dana
vang tidak merata atau tidak tepat (dalam kategori yang sama namun dengan
Jjumlah nominal yang berbeda, dan kategori yang seharusnya menerima tetapi tidak
mendapatkan bantuan), serta masih ditemukannya data yang tidak sinkron yang
diberikan dari pusat dan pada tahap validasi data. Temuan dari penelitian ini
diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi
pemerintah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi
kemiskinan.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT
The Family Hope Program (PKH) is a social policy instrument initiated by the
government to reduce poverty through a social assistance scheme. This study aims
to evaluate the program in alleviating poverty in Sudajaya Hilir Village, Sukabumi
City. The analytical framework refers to the concept of public policy evaluation
proposed by Dunn (as cited in Subarsono, 2021, p. 126), which includes five
dimensions: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.
This study employed a qualitative approach with a descriptive method through field
observations, documentation, and in-depth interviews with five informants
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(individuals directly involved in and knowledgeable about the program
implementation). The findings indicate that PKH has significantly contributed to
improving community welfare. However, the community expressed dissatisfaction
because the amount of assistance received was insufficient to meet family needs. In
addition, staff members still lacked proficiency in the data updating process, there
were unequal or inaccurate fund distributions (within the same category but with
different nominal amounts, as well as categories that should have received
assistance but did not), and unsynchronized data were still found between the data
provided by the central government and the data validation stage. The findings of
this study are expected to provide useful insights for the government regarding the
implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation.

Keywords: Evaluation; Policy; Family Hope Program (PKH)

PENDAHULUAN
Kemiskinan

masyarakat. Program ini bertujuan

merupakan untuk memberikan kontribusi terhadap

keadaan yang berada di bawah standar
garis kemiskinan yang berupa nilai baku
jumlah minimum kebutuhan pangan
serta non  pangan. Kemiskinan
merupakan permasalahan di Indonesia
yang tidak ada habisnya. Oleh karena
itu, mengatasi
kemiskinan, pemerintah
mengembangkan kebijakan yang dapat

untuk  membantu

meningkatkan kesejahteraan di bidang
ekonomi dan sosial, seperti perluasan
kesempatan  kerja, = pembangunan
pertanian, perputaran dana,
pembangunan infrastruktur, dan
program-program lain yang dikeluarkan
pemerintah
kemiskinan.

untuk mengatasi

Pemerintah menetapkan
kebijakan Program Keluarga Harapan
(PKH) pada tahun 2007 untuk
mempercepat dalam menanggulangi
kemiskinan. Kebijakan ini merupakan
salah satu upaya yang dikembangkan
oleh
menanggulangi

otoritas  pemerintah  untuk

kemiskinan di

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan kebijakannya adalah membantu
masyarakat yang mengalami
kemiskinan ekstrim untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan dan
kesehatannya,serta memungkinkan
keluarga meningkatkan pengeluaran
konsumsinya.
Evaluasi  kebijakan penting
diketahui
dalam

evaluasi

dilaksanakan agar dapat
tingkat keberhasilannya
mencapai tujuan. Tujuan
kebijakan adalah  mengidentifikasi
alasan mengapa kebijakan yang
diterapkan tidak berhasil mencapai hasil

yang diinginkan.
Berdasarkan  hasil  survey
pendahuluan di lapangan, Program

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan

Sudajaya Hilir Kota Sukabumi belum

efektif. Berikut dibawah ini adalah

faktor yang mempengarubhi :

1. Dari sisi efektivitas yaitu, proses
pemutakhiran data yang dilakukan
kurang efektif karena adanya
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tenaga kerja / pegawai yang kurang

menguasai .

2. Dari sisi  kecukupan yaitu,
masyarakat merasa tidak puas
karena bantuan belum mampu
memenuhi kebutuhan dasar

penerima manfaat.

3. Dari sisi pemerataan yaitu, adanya
proses penyaluran program yang
belum merata. Terbukti dengan
penyaluran dana dalam kategori
yang sama, namun dengan jumlah
nominal yang berbeda.

4. Dari sisi responsivitas yaitu, respon
masyarakat juga belum sepenuhnya
positif, dan kebijakan tersebut
tentunya mendapat respon positif
dan negatif dari masyarakat. Yang
menjadi respon negatif adalah
munculnya kecemburuan sosial
terutama bagi yang tidak menerima
bantuan PKH. Mereka menilai
penyaluran bantuan program ini
tidak adil dan timpang karena
banyak warga yang masuk kategori
penerima namun tidak menerima
bantuan.

5. Dari sisi ketepatan yaitu, sasaran
dalam penerimaan bantuan PKH
belum tepat. karena masih ada data
yang tidak sinkron yang diberikan
dari pusat dan pada tahap validasi
data.

Dari temuan permasalahan tersebut ,

peneliti mengangkat penelitian dengan

judul  "Evaluasi Kebijakan Program

Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Menanggulangi Kemiskinan D1

Kelurahan = Sudajaya Hilir Kota
Sukabumi"
KAJIAN PUSTAKA
Evaluasi
Makna evaluasi sebagaimana

para ahli mendefinisikan, salah satu nya
menurut William Dunn (sebagaimana
dikutip dalam Suratman, 2017 him.
160-161) menyatakan bahwa evaluasi
ternyata dapat disamakan dengan
penaksiran, pemberian angka , dan
penilaian. Dalam arti spesifik evaluasi
berkaitan dengan produksi informasi
atau manfaat hasil
Sedangkan Evaluasi
untuk

mengenai nilai
kebijaksanaan.
kebijakan adalah kegiatan
mengukur tingkat pencapaian tujuan.
Ada beberapaindikator dalam
mengukur tingkat pencapaian tujuan
yaitu: efektivitas, kecukupan,
pemerataan, responsivitas, dan
ketepatan sesuai dengan teori Dunn
melalui  buku yang ditulis oleh
Subarsono (2021:126)
Kebijakan

Kebijakan merupakan bentuk
keputusan strategis yang diambil oleh
aktor ataupun lembaga yang memiliki
kewenangan. Kebijakan publik menurut
teori Nugroho yang dapat dilihat pada
buku yang ditulis oleh Pramono (2020,
hlm. 29) dapat dipahami sebagai
serangkaian tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka mengatur,
mengarahkan  serta  menyesaikan
permasalahan yang terjadi ditengah
masyarakat.
Evaluasi Kebijakan
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Evaluasi kebijakan menurut
versi Dunn yang ditulis oleh Mutiarin
dan Zaenudin dalam bukunya pada
tahun 2014 halaman dua belas yaitu
upaya analisis yang digunakan untuk
mengukur atau  manfaat
darikebijakan publik dengan
mempertimbangkan beberapa indikator

yang mencakup efisiensi, efektivitas, ,

nilai

kecukupan, dan

ketepatan.

Program Keluarga Harapan (Pkh)
Menurut Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 1

renponsivitas

Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 berbunyi,

Program Keluarga Harapan yang
selanjutnya disingkat PKH adalah
program pemberian bantuan sosial

bersyarat kepada keluarga dan/atau
seseorang miskin dan rentan yang
terdaftar dalam data terpadu program
penanganan fakir miskin, diolah oleh
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga
Penerima Manfaat (KPM). Program ini
merupakan inisiasi pemerintah dalam
menekan angka kemiskinan,
sebagaimana tercantum dalam
peraturan tersebut.

METODE
Metode yang dipergunakan
yakni metode penelitian deskriptif

kualitatif , Metode penelitian kualitatif
ini merupakan metode penelitian yang
berdasarkan pada paradigma
postpositivisme. Penelitian deskriptif
menurut teori Sumanto dalam buku
yang ditulis oleh Fadjarajani pada tahun

2020,  merupakan penelitian yang
berusaha mendeskripsikan/menjelaskan
dan  mengggambarkan  fenomena
tertentu, peristiwa dan kejadian yang
terjadi pada saat sekarang, dan peneliti
berusaha menggambarkannya sesuai
fakta. Metode ini dianggap relevan
dengan  dinamika  sosial = dalam
pelaksanaan Program Keluarga
Harapan dengan lokasi yang tepatnya
berada di Kelurahan Sudajaya Hilir,
Kota Sukabumi. Alasan memilih lokasi
tersebut dikarenakan penerima PKH di
daerah tersebut sangat beragam dan
aktif, sehingga bisa memberikan
gambaran lengkap serta memudahkan
peneliti dalam mendapatkan informasi.
Adapun subjek dalam penelitian
sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Lurah
Kelurahan Sudajaya Hilir, Kasi Kesos,
Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
pendamping PKH di wilayah penelitian.
Informan penelitian hanya berjumlah
5(lima) orang dan dipandang informan
tersebut adalah pihak yang terlibat
langsung dan sangat
pelaksanaan progam)
Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi terus terang

memahami

atau tersamar dalam hal ini penulis

melakukan pengumpulan data
menyatakan terus terang kepada Lurah,
KASI Kesejahteraan Sosial,

pendamping dan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) bahwa peneliti sedang
melakukan penelitian , wawancara
mendalam  (semi-struktur)  untuk
menemukan permasalahan secara lebih
terbuka

dan pihak yang diajak
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wawancara diminta pendapat dan ide-
idenya, sedangkan dokumentasi yang
digunakan penulis berupa dokumen
pedoman data-data,
gambar/foto-foto serta rekaman suara
dan gabungan triangulasi.
Indikator Penelitian
Indikator ~ dalam
menurut Dunn (dalam Subarsono, 2021,
hlm. 126) mencakup lima indikator,

wawancara,

evaluasi

yaitu efektivitas, kecukupan,
pemerataan, responsivitas dan
ketepatan.

1. Efektivitas.
Kriteria efektivitas dapat diukur
dengan indikator sebagai berikut:
a. Pencapaian tujuan
b. Dampak program

2. Kecukupan.

Kriteria  kecukupan  berkaitan
dengan bagaimana hasil dari
kebijakan dapat mengatasi
permasalahan yang dialami
masyarakat. Dengan indikator
sebagi berikut:
a. Tingkat Kepuasan
b. Pemecahan Masalah.

3. Pemerataan.
Dalam  pemerataan  terdapat

beberapa indikator, yaitu :
a. Pendistribusian biaya
b. Pemerataan Program.

4. Responsivitas.
Tanggapan dari kelompok sasaran
dapat berupa respon positif maupun
negatif. Dengan indikator sebagi
berikut:
a. Respon positif
b. Respon negatif.

5. Ketepatan.
Ketepatan
sebagai berikut:

a. Tepat sasaran
b. Tepat waktu
Unit Analisa
Unit Analisa menurut Spradley
yang ditulis dalam buku Sugiyono tahun
2022 unit analisis 1alah bagian dari

memiliki  indikator

realitas sosial yang menjadi fokus
pengamatan. Yang menjadi fokus
pengamatan terdiri atas 3 (tiga) elemen
yakni tempat interaksi dalam penelitian
berlangsung (Place), pelaku atau orang
sebagai objek penelitian (Actor) dan
kegiatan yang dilakukan (Activity).

Unit analisis dalam penelitian
ini adalah :

1. Place Kelurahan Sudajaya
Hilir Kota Sukabumi

2. Actor Lurah, Kasi Kesos,
Pendamping PKH, Keluarga
Penerima Manfaat (KPM)

3. Activity: Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terhadap Efektivitas

Mengacu pada indikator

evaluasi yang digunakan, berdasarkan
informasi yang didapat dari informan
bahwa program ini belum sepenuhnya
berjalan dengan efektif , hal ini
ditunjukkan pada saat wawancara,
penulis melakukan observasi secara
langsung. Penulis melihat langsung
bagaimana pencapaian tujuan bantuan

PKH di kelurahan ini, bahwa tujuan
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bantuan PKH di kelurahan ini belum
sepenuhnya  bisa  menanggulangi
kemiskinan yang ada, terlihat bahwa
banyak Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) yang merasa terbantu walaupun
bantuan tersebut tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidup seluruh keluarganya,
hal ini disebabkan karena anggaran
yang dialokasikan terbatas sehingga
tidak bisa mencapai tujuan bantuan
PKH dengan efektif serta kurangnya
kesadaran keluarga penerima manfaat
terhadap tujuan yang telah di tetapkan,
ini menunjukkan bahwa pencapaian
tujuan dari evaluasi tersebut belum
cukup baik. Terkait dampak program,
berdasarkan hasil
menunjukkan dampak yang positif
karena KPM mendapatkan bantuan
tunai untuk kesehatan, pendidikan serta

waawancara

sandang, pangan dan papan.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Terhadap Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara
dari informan ditinjau dari indikator
tingkat kepuasan dan pemecahan
masalah belum optimal. Hal ini dilihat
dari hasil observasi secara langsung
bagaimana tingkat kepuasan yang di
rasakan oleh KPM. Banyak KPM yang
merasa tidak puas / tidak cukup dengan
nominal yang didapat dari bantuan
tersebut. Untuk mencapai hasil yang
optimal pemerintah diharapkan bisa
memperhatikan besaran nominal yang
di berikan kepada KPM. Sedangkan
dalam hal pemecahan masalah,
pemerintah  desa setempat atau
kelurahan mengatakan bahwa yang

mereka lakukan adalah mencari solusi
untuk menyelesaikan masalah yang
dialami oleh KPM. Pihak pemerintah
desa /kelurahan melihat dulu masalah
yang terjadi, kemudian menentukan
langkah selanjutnya dengan
mengevaluasi dan melakukan diskusi

dengan KPM yang bermasalah
sehingga permasalahn yang dihadapi
dapat terpecahkan. Hal ini
menunjukkan  bahwa  pemecahan

masalah sudah berjalan efektif.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Terhadap Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara
ditinjau dari indikator pendistribusian
biaya, menunjukkan
pendistribusian biaya sudah cukup adil
dan sesuai. Penyalurannya dilakukan
melalui transfer bank atau melalui
kantor pos yang diwilayah
kecamatan dan jumlah nominal sudah
sesuai dengan kategorinya yang dimana
setiap kategori memiliki  kriteria
berbeda  misalnya dari  jumlah
tanggungan anak, ibu hamil, lansia dan
lain-lain sehingga pemberian
nominalnya pun berbeda.

Sedangkan ditinjau dari indikator

bahwa

ada

pemerataan program belum cukup adil
atau belum merata, hal ini ditunjukkan
bahwa masih ada warga yang tidak
mampu, tetapi sebagian warga yang
berhak menerima bantuan tersebut tidak
mendapatkannya. Agar dapat mencapai
keadilan yang lebih baik pihak
pemerintah setempat harus mengupdate
data keluarga miskin dengan data
terbaru.
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Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Terhadap Responsivitas
Berdasarkan hasil wawancara
ditinjau dari faktor responsivitas dengan
indikator respon positif sudah baik, hal
ini berdasarkan temuan peneliti di
lapangan karena banyaknya tanggapan
yang baik mengenai respon positif
PKH di kelurahan ini sesuai dengan
ungkapan
manfaat

masyarakat penerima
yang mengatakan bahwa
dengan adanya program bantuan PKH
ini mereka merasa terbantu dalam segi
pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam

kehidupannya  seperti  kebutuhan
pangan, pendidikan, kesehatannya
sudah  terbantu dan  menunjang

peningkatan ekonominya juga. Namun
masih ada respon negatif dari sebagian
masyarakat yang merasa kecewa karena
seharusnya berhak atas bantuan tersebut
tetapi tidak mendapatkan bantuan yang
dimana tanggapan dari masyarakat yang
tidak mendapatkan tentu menyalahkan
pihak pemerintah kelurahan bahkan
sampai ketua RT yang dianggap tidak
memperhatikan ~ kondisi  keadaan
mereka dan menganggap dalam
pemberiannya tidak adil dan hanya
memprioritaskan keluarga terdekatnya
saja. Dengan adanya kedua respon
tersebut pemerintah dapat mengetahui
hal apa yang harus di evaluasi dan harus
di tingkatkan.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Terhadap Ketepatan
Berdasarkan hasil
ditinjau dari indikator tepat sasaran,

wawancara

dapat dikatakan belum tepat sasaran.

Hal ini ditunjukkan masih banyak
masyarakat yang kurang mampu dan
berhak mendapatkan bantuan, tetapi
tidak termasuk dalam Keluarga
Penerima Manfaat. Hal ini juga akibat
dari kurangnya ketepatan pemerintah
kelurahan dalam melakukan proses

validasi data dan  kurangnya
pembaharuan  data  secara  fakta
dilapangan yang dimana hanya

memasukan data berdasarkan Kartu
Keluarga (KK) saja tetapi tidak secara
faktual dengan keadaan
masyarakatnya.Ditinjau dari indikator
tepat waktu, belum konsisten / belum
tepat waktu. Hal ini nampak dalam
permasalahan  yang  terjadi  di
lingkungan KPM yaitu penyaluran
bantuan yang tidak konsisten setiap
bulannya, yang dimana seharusnya
diberikan setiap bulan sekali tetapi
terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan

sekali, namun dari  pemerintah
kelurahan  selalu  langsung  di
informasikan ~ kepada  masyarakat

penerima manfaat apabila bantuan
program PKH sudah bisa diambil atau
dicairkan.

Untuk mencapai ketepatan yang
lebih baik, pemerintah setempat harus
melakukan pengecekan data secara
rutin dan melakukan upaya agar

pembagian bantuan tersebut sesuai
jadwal.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan
pembahasan  dari  penelitian ini

menujukkan bahwa Evaluasi kebijakan
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Program Keluarga Harapan ini masih
terdapat beberapa kendala, hal ini dapat
dilihat dari dimensi efektivitas, belum
yaitu  belum
mengurangi

tercapainya  tujuan
sepenuhnya bisa
kemiskinan tetapi hanya mengurangi
beban KPM saja, dan juga rendahnya

partisipasi masyarakat. Dampak
programnya cukup membantu
masyarakat melalui bantuan tunai,

kesehatan, pendidikan, sandang, pangan
dan papan kepada keluarga miskin,
tetapi bisa membuat KPM
ketergantungan. Dari permasalahan
tersebut dapat diartikan bahwa dilihat
dari dimensi efektivitas, program belum
berjalan secara efektif.

Selain itu, dari segi kecukupan,
masyarakat belum merasa puas dengan
adanya program ini. Ketidakpuasan
tersebut dikarenakan besaran nominal
yang tidak sepenuhnya mencukupi
kebutuhan sehari-hari serta jadwal
penyalurannya yang tidak konsisten
dibagiakan setiap bulan. Lebih lanjut,
pendistribusian biaya sudah cukup
baik,hal ini dapat dibuktikan dengan
besaran nominal telah di sesuaikan
dengan beberapa kategori yang dimana
setiap kategori memiliki  kriteria
berbeda  misalnya jumlah
tanggungan anak, ibu hamil, lansia dan
lain-lain sehingga pemberian
nominalnya pun berbeda. Namun dalam
hal pemerataan program  masih

dari

ditemukan pembagian bantuan program
PKH vyang tidak merata kepada
masyarakat yang dimana masih terdapat

masyarakat miskin atau tidak mampu
yang belum mendapatkan bantuan.

Dalam implementasi program
banyak tanggapan yang baik
mengenai bantuan PKH di kelurahan
Sudajaya Hilir, hal ini menujukkan
respon positif dari masyarakat pada
umumnya. Namun demikian masih ada
respon  negatif  dari  segelintir
masyarakat yang tidak menerima
bantuan tersebut. Selain itu masih
terjadi masyarakat yang seharusnya
mendapatkan  bantuan dan
kriteria penerima, tetapi tidak menjadi

ini,

sesuai

penerima manfaat program tersebut.
Dalam hal ini ada beberapa

masukan agar Program Keluarga

Harapan ini lebih baik dan berkembang

1. Disarankan agar sesegera mungkin
pihak terkait
pemutakhiran data dengan tepat
waktu, pendataan dan pemetaan

melakukan

keluarga miskin, memilih KPM
yang sesuai dengan kriteria
penerima manfaat . Pendamping
PKH diharapkan rutin melakukan
monitoring dan evaluasi kepada
penerima manfaat.

2. Pembagian  bantuan
dengan  tepat
melakukan pertemuan rutin tiap
bulannya.

3. Melakukan pelatihan keterampilan,
pendampingan usaha kecil, atau

program

waktu serta

akses ke program pembiayaan
mikro Serta  mengedukasi
masyarakat agar mereka mengerti
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semua alur dan kriteria yang sesuai
untuk mendapatkan bantuan PKH.
4. Dilakukan terhadap
besaran bantuan yang diberikan
melalui PKH dan memastikan
bahwa besaran tersebut mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan dasar

evaluasi

sehari-hari.
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